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' T_ENTANG gty

"L‘ARA‘NGAN 'DANA PENGENDALI‘AN‘ MiNuMAN B{E_RAI_.K‘}OH'OLL L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGAN‘Y AR

gbahwa a}\lbat mengkonsumsn mlnuman beralkohol danat -
~meryebabkan gangguan kesehatan dan dapat menimbulkan
- keresahan - dalam’ /masyarakaf -.gangguan’ - ketertiban,
- ketentraman dan’ keamanan Oleh karena itu, Pemerintah
. Daerah . perlu  melakukan usaha-usaha untuk’ pelarangan
o produk31 dan pengendahan pereda ran minuman beralkohol

bahwa berdasquan pertlmbangan terseout perlu menetepkan o

Peraturan Daerah ta,ntang Laranqan dan Pengendahan

} Mmuman Beralkohol

.“Staatsblaad Nomor 377 Tahun 1949 tantang Ordonansrl |
~ Bahan- bahan berbahaya ‘ '

; :‘vUndang -Undang Nomor 1o Tahun 1%0 tentang Pembnntukan‘ .
- Daerah- daerah Kabupaten dalam ngkungan F’roprnsn Jawa ‘
‘rfTenqah T A . o :

o :Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang K:tab Undang- :

- Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik -
. Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan: Lembaran’j_ :
INegwra Repubhk Indone51a Nomor '3209) ' e

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
“(Lembaran  Negara' Republik Indonesia Tahun - 1992
-Nomor 100, Tambahan Lembardn Negara Repubhk lndonesna :
: Nomor'%495) R S e ,

« 'Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
~ Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
“Indonesia Tahun 2004 Nomor 1C8, Tambahan Lembaran
: Neq(ara Repubhk lndonesna Nomo. 4389) ‘ '




5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun - 2004

* Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir.
‘dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2008 Nomor 59, Tambah'm Lembaran Negara Repubhk .
Indonesia Nomor 4844) '

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang» .

Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara ~Republik Indor‘es,la Nomor 2473),
“sebagaimana’ telah - diubah dengan’ Peraturan Pemerintah
“Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah’ Nomor 11 Tahun- 1962 tentang -Perdagangan
: ,Barang-barang d_alam Pengawasan (Lembaran Negara
- .Republik - Indonesia -Tahun 2004 .Nomor 68, Tambahan
V‘Lembaran Negara Repubhk Indonesra " Nomor 4402);

" 8. ,Peraturan Pemerintah Nomor 2/ Tahun 1983 tentang
" Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang -

- Kitab Undang-Undang  Hukumi ' Acara Pidana (Lembaran
-Negara Republik Indonesia Tahun 1081 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2358 %

9. Peraturan Pemerintah Nomor- 58 Tahun 2001 tentang"

‘- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perfindungan

. Konsumen  (Lembaran - Negara: - Republik. Indonesia
Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
'» Repubhk lndonesm Nomor 4126) '

-10 Peraturan Pemeriniah Nomor 38 ‘“Tahun 2007 tentang»
_Pembagian Urusan Pemerintahan = antara . Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndoneSIa

~ Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);, -

11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan dan Pengendallan Minuman Beralkohol ‘

12, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men/Kes/Per/ll/1992 '
" tentang Larangan Peredaran, Produksi - dan Pengedar

Minuman Beralkohol yang Tidak 'lerdaf‘ar pada. Departemen

Kesehatan

- i3 Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/lV/1997
teniahg Minuman Beralkohol; :

14, Peraturan Menten Dalam Neqen Nomor 26 Tahun 2005

‘tentang Pedoman Prosedur. Tetap Operasmnal Satuan Polisi -
Pamong Praja; ~ '

15. Peraturan Menterl Perdagang'an' Nomor 15/M-
-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Penzman Minuman
Beralkohol SR



16'F5er'étUran . Me'ntén v Perdagangan ‘Nomor  36/M- -
DA‘J/PER/9/2007 tentang P«,nerbltan Suraf lzin Usahar
Perdagangan = - i

17 Keputusan Menten Keeehatan Nomor 282/MENKES/SK/H/
19498 tentang Standar Mutu Minuman Beralkohol :

18 Peraturan- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 -
" Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawan Negeri Sipil (Lembaran -~
- Daeer’ah»Kab‘upatenKaranganyarTahun 2007 N0m0r12);',v

Dengan Persetu;uan Bersama -

DEWAN PERWAKI! AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANCANYAR
L ~dan e
o .‘B‘UPATI'KARANGANYAR 7

© MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH TENTANG  LARANGAN DAN
FENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

, ' BABI , &
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

o Dalam Peraturan Dacrah ini yang dlmaksud dengan
S Dae rah adalah Kabupaten Karanganyar;

ser Daerah Otonom yang lain sebagal Badan Eksekutlf Daerah
3 ‘Bupatl adalah Bupatl Karanganyar fi

~ . Badan Usaha MNiilik Negara atau Daerah dengan nama dan -
- dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma,
- kongsi,  koperasi, yayasan atau mgamsaSI ‘yang. sejenis,

. lainnya;

~ 5. Minuman Beralkohol adalah semua Jenls minuman beralkohol' :
" tetapi bukan obat, sebagalmana dimaksud dalam Peraturan
© Menteri Kesehatan “Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 - tentang
* Minuman Keras, yang mengandung ethanol yang diproses dari
. bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan
- cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, -
- baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau
~ tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang
- diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol,
-~ atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang
‘mabuk baik merupakan produks: hasﬂ usaha di dalam Negeri
*"maupun berasal r!an !mpor o ~ :

2 Pemenntah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat_ ‘

R 4 Badan ‘adalah suatu bentuk ‘Badan Usaha yang mellputl :
L 'pers.eroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, - -

| ‘1embaga dana pensxun bentuk ueaha tetap sertd badan usaha R



i 6 Pemual Iangsung mmuman beralkohol adalah orang atau badan yang .
- melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol kepada konsumen
- akhir untuk diminum Iangsung dwtempat yang telah ditantukan; ‘

7. ,Op|osar\ adalah mencampur meramu, atau membuat dengan cara -cara tertentu |
dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi Jems =
: mlnuman baru yang beralkohol ‘yang dapat membuat orang mabuk; .

) 'Tempat Umum adalah suatu ten-pat yang mudah duangkau mudah dldatangl

. atau dlketahm o!eh setlap orang atau tempat lain yang dlperuntukkan untuk
S umum; - - : , : . :

'.,:‘Mengedarkan adalah menyajlkan dltempat penjualan menyerahkan mem|I|k|~

kecuali jika makanan itu nyata-nyata untuk konsumsi sendiri sebagaimana

| ~ dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Men Kes/Per/XII/?S
tentang Produksx dan Peredaran Makanan '

b .10 Pengendalian’ adalah segala tindakan yang dllakukan dapat berssfat preventlf
-~ (untuk menghlndarPan terjadinya sesuatu -yang tidak diinginkan), detectife
- {untuk menemukan dan memperbaiki sesuatu hal yang tidak diinginkan yang -
telah terjadi), atau directif (untuk memmbulkar.vatau mendorong terjadlnya :
sesuatu yang dnngmkan) 4 : e v S

BAB ll S
MAKbUD DAN TUJUAN

Pa alz

; Maksud pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah untuk membenkan dasar R
: hukum bagi upaya pe!ctrangan dan pengendalian minuman beralkohol di Daerah
dan bagi aparat peneqak hukum dn Daerah untuk menembkan dan menlndak
pelanggaran mlnuman beralkohol i - :

Pasal3 ‘-

TUJuan pengaturan dalam peraturan daerah ini- adalah untuk membenkan
pelarangan dan nengendalxan atas produksi, peredaran dan penggunaan minuman
beralkoho!l di Daerah serta membatasi- peredaran minuman beralkohol sampai
mgkup yang sek«=cnl kec |lnya sampal dengan dapat dlhllangkan sama sekalt

’ i BAB llI : ' ‘
PENG GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

i Pasa|4

’ Mmuman beralkohol dlktﬁlompokkan dalam golongan sebagal benkut :
a. Golongan A adalah’ minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H)
o 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); .
b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) leblh
- dari 5% (lima persen) sampal dengan 20% (dua puluh persen); - 5
' Golongan C adalah minuman beralkchol dengan kadar ethanol (C2H50H) Ieblh
dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan §5% (lima puluh lima persen);

-~ atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik
i .yang memproduksi, diruang perusahaan lain dari pada yang tersebut diatas, =
- dihalaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal ladt, perahu atau ditempat lain



Sod Golongan mlnuman beralkohol dengan kadar ethanol ((‘ZHSOH) kurang dari
1% (satu persen)

| o e Golongan minumar beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) leblh darl 55% '

(lima puluh lima pelsen\

BABIV '
LARAN(:AN MINUMAN BERALKOHOL
Bdgian Kesatu - '
- Produksi .
» ‘Setlap orang atau badan dllarang mpmproduksn atau membuat Mlnuman beralkohol .
- di Kabupaten Karanganyar. : T
| | Pasal 6
. ‘ Setlap orang dll.arang mengoplos atau meramu bahan bahan yang menghasnkan
mlnuman yang mengandung kadar alkohol , ‘

dglan Kedua
L Peredaran

Pasal?

; (1) - Setiap orang atau badan: dllarang mengedarkan menjual menyedlakan
~ menyajikan Mlnuman beralkohol golonganA B dan C kecuah dl :

a. Hotel Berbintang 3,4 dan5; ,
b. Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka
c. Bar termasuk pub dan klab malam

: (2) -Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan menjual menyédlakan
- menyajikan minuman beralkohol dengan kadar pthanol lebih dari 55 % (lima
~puluh lima persen). ‘ :

i(‘3)’.Set|ap orang - atau- badan dllarang mengedarkan menjual menyediakan

menyajikan minuman beralkohol dengan kadar ethanol kurang dari 1 % (satu - e

persen) kecualidi :

a.. Toko-toko yang mem|||k| Surat 1zin Usaha Perdagangan Nomor Pokok
Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan i

b. Rumah Makan dengan tandd Piring Emas dan Pmng Perak
: - ¢. Hotel.- = R ) ‘
@) Dikecualikan  dari ketentuan ayat (1), (2)'dari (3), mengedarkan,' menijual,
. menyediakan, menyajlkan minuman yang mengandung alkohol untuk tujuan
kesehatan, pengobatan, jamu, herbal yang mengandt.ng rempah-rempah dan

} minuman suplemen, yang pe!aksanaannya sesuai peraturan perundang-
.- undangan yang berlaku ,



Pasal 8

..k ditempat bagi minuman sebagaimara dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) sesuai
. i - ketentuan perundang- -undangan yang berlaku. ,

(2) Tempat—tempat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

“a. tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sarana kesehatan dan o
tempat pendldlkan minimal dalam radius 300 (tiga ratus) meter

b. d|Iarang pada warung- warung/toko kecil, kedai, warung makan kios, -

pasar, pinggir jalan, trotoar, kendaraan umum tempat olah raga, dan
lingkungan kantor. .

Bagian Ketiga
' Penggunaan .

Pasal9

: Sehap orang dllarang mengkonqums« atau meminum minuman beralkohol dan atau
' minuman beralkohol oplosan di tempat-tempat umum kecuah pada tpmpat-tempat :
yang telah ditentiikan tersebut dalam Pasal 7. e

Pasal 10

Penjual langsung dan pengecer minuman beralkoho! ‘sebagaimana dimaksud
Pasal 7, dilarang menjual minuman berlakohol kepada Warga Negara Indonesia
dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang

dibuktikan deng’m Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Ident.tas Iamnya :

BABV .
PENL:ECUALIAN

Pasal 11 - ;:i :
lekecuallkan dari Petentuan sebaga;mana dlmaksud Pasal 9 adalah penyedlaan ,
penyajlan dan penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan penyidikan,
upacara keagamaan, adat, kesehafan dan/atau pengembangan iimu pengetahuan.

’ . BABVI \
- PENGAWASAN DAN PENGEMDALIAN

Paoal 12

'(1) Bupatu membentuk T|m Pengawasan dan Pengendeuan yang dikoordinasikan

-+ oleh Bupati dengan melibatkan unsur SKPD yang bersangkutan, Kepolisian,
Kejaksaan, Pengacdlilan Negeri, Komando sttnk Mlhter ( KODIM) Departemen '
Agama dan ]okoh Masyarakat LR .

" Bupati beser‘a Tim sebaganmana dlmaksud pada ayat (1) melakukan -
- pengawasan dan pengendalnn terhadap keberadaan keglatan produk.,l dan
; penggunaan minuman beralkohol S

(1) Bupat| menetapkan tempat-tempat penjualan lanqsung untuk diminum =~



s Pasal 13

¥ _(1) Penjual lanqsung dan pengecer mmuman beralkohol sebagalrnana dlmaksud :
dalam Pasal 7 ayat (3) serta penjual langsung dan pengecer minuman yang -
o mengandung alkohol untuk: tujuan kesehatan, pengobatan, jamu, herbal yang |
. mengandung . rernpah-rempah dan minuman suplemen _sebagaimana:

“dimaksud dalam Pasal 7 avat (4) wajib menyampaikan laporan realisasi j

o pengadaan dan penjualannva kepada Bupati atau pejabat yang dltunjuk

' (2) : 'Format dan tata cara pelaporan dlatur leblh Ianjut dengan Peratu'an Bupat|

: BAB Vil s
PERAN SERTA MASYARAKAT

: Pasal 14

e :f‘Masyarakat mempunyar kesempatan untak berperan szria dalam membantu upaya

pencegahan, - pemberantasan peredaran penjualan dan penggunaan mmuman 5
beralkohol dengan: - : _ , : , "

' a.§ membenkan m.ormasr adanya peredaran dan penjualan mlnuman beralkohol |
;‘i.kepada instansi yang berwenang: o

B b memberikan saran dan pertnmbangan terhaddp kasus yang terjadx yang:,i
‘ édmmbulkan c(@ragan peredaran dan perdagangan mmuman beralkohol '

g  BAB Vlll T
KETENTUAN PIDANA

: ‘ Pasal 15
1) Barang siapa melakukan produksu atau merhbkuét‘nﬁl‘numan beralkohol atau =

. mengoplos . atau’ meramu  bahan-bahan .yang - menghasilkan . minuman-
~mengandung kadar alkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 diancam

- pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan, paling lama 3 (tiga) bulan |

- dan/atau denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta ruplah) L
- paling banyak Rp 0. 000 000,00 (lima puluh juta ruplah) , g

,,'Barang S|apa mengedarkan menjuai menyedlakan menyajlkan mlnuman

~ kurungan paling singkat 2 (dua) bulan, pahng lama 3 (tiga) bulan danfatau
. denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat - pukuh Juta rumah) palmg' ‘
- banyak Rp 50.000.000,00 (hma puluh juta ruplah) : :

;'Barang siapa mengkonsumsu atau memmum mmuman beralkohol sehmgga
~ melanggar ketentuan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling singkat 14
- (empat belas) hari, paling lama 3 (tiga) bulan ‘dan/atau denda paling sedikit

puluh juta rup|ah)

- Pelanggaran terﬁadap ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 dan 6
. selain diancam sanksi pxdana cebagalmana dimaksud pada ayat (1), disertai

~dengan perampaszn alat produksi, hasil produksi dan penutupan usaha untuk
: selanjutnya dimusnahkan denqan dlsakmkan oleh masyarakat

~ beralkohol sehingga melanggar ketentuan Fasal 7 dan 8 diancam pidana =

~ Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta ruptah) pahng banyak Rp 50. 000 000 00 (hma .



;(5) Pelanggaran ferhadap ketentuan sebagalmana dlmakaud dalam Pasal 7 dan 8 | :
.. selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai -

dengan perampasan barang - untuk selanjutnya dlmusnahkan dengan
-disaksikan oleh masyarakat S . : '

6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagalmana dlmal\sud dalam Pasal 13 :
. dikenakan sanksi pencabutan izin penjualan ‘dan denda pahng sedikit
- . Rp.20.000. 000,- (dua puluh juta. ruplaﬁ ) dan :palmg banyak |

' .:Rp 50 000.000,- (hma puluhjuta ruplah) s . ‘

Pasal16 :“r“
Barang SIapa yang melakukan menyuruh turut serta atau yang membantu

melakukan segala kegiatan yang diatur dan dilarang dalam Peraturan Daerah ini .
dlproses sesual dengan peraturan perundang undangan yang berlaku '

BAB IX o
PI-NYIDIKAN

Pasal17

(’1) Pejabat Peqawac Negen S|p1| tortentu dlhngkungan anenntah Daerah dlben o
~ - ~wewenang khusus sebagai Penyndlk untuk melakukan penyudlkan tlndak G
pidana dibicang pe'langgaran peraturan daerah. : ~

) ‘Wewenang Penyldlk sebagalmana dimaksud pada aya+ (1) adalah ,
E a. menenma mencari mengumpulkan dan ‘meneliti keterangan atau laporan

S - keterangan atdu laporan tersebut menjadl lengkap dan jelas

‘b. - meneliti, mencari dan mengumpulkc.n keterangan mengenai drang pnbadl'
- atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan
- dengan tindak pldana Peraturan Daerah terseout ,

¢ meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan‘
S dengan tindak pldana dnbldang Peraturan Daerah L

| d " memeriksa buku-—buku catatdn—catatan dan dokumen—dokumen lam
: ~berkenaan oengan tindak pidana dlbldang Peraturan Daerah

: 'e.; melakukan penggeledahan untuk mendapatkan. bahan bukti pembukuan e
pencatatan, dan “dokumen—dokumen lam serta melakukan penyltaan
terhadap bahan bukti tersebut; -~ : ,

~f’ meminta bantuan tenaga ahli - dalanﬁ rangka pelaksanaan tugas

penyldxkan tmdak pldana di bidang Peraturan Daerah; S ;

. g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

-~ tempat pada . saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

 identitas otanq dan/atau dokumen yang dlbawa sebagalmana dimaksud
~ pada huruf e; RS ~

h. memotre=t SeS( 'oranq yang berkaltan dengan tmdak pldana perpajakan‘ [
~ daerah; | - | i

o memanqgll orang untuk chdengar keterangannya dan dlperll'sa sebagal‘
, ,tersanqka atau saksi; : V ‘ A

: menghentvkan penyldlkan

berkenaan  dengan tindak pidana dlbldang ‘Peraturan Daerah agar‘ ‘



st S

k V'melakukan‘tindak'avh‘laih y’ang'f’pé’rlu u‘nr’tuk ke(an_'éérah 'penyidikan"tindak‘ pidana =
di bidang retribus’i;.daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; .

: BAB X >
KET!:NTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal hal yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerah 1n| sepanjang mengenaly
pelaksanaannya dlatur lebih lanjut oleh Bupatl i ,

Pabal19 '  7;"""

‘ Peraturan Daercnh m: mulal berlaku pada tanggal dlundangkan .

'Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Pera*uran
| Karanganyar

Dltetapkan di Karanganyaf .
- pada tanggal 14 Juli 2009

© Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

kau‘mdangkah di Karanganyar |
pada tanggal 14 Juli 2009 - s
.AERAH KABUPATEN KARANGANYAR

| KASTON DS. | Vel
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR rAHUN 2009 NOMOR 16 S

Daerah ini dengan - penempatannya dalam Le'nb'\ran Daerah Kabupaten



PENJELASAN
N -~ ATAS. o
PERA FURAN DAERAH KABUPATEN KAPANCANYAR s

NOMOR 16 TAHUN 2009

TE NTAN G

© LARANGAN DAN'PENGENDALIAN M)NU‘MANBERALKQHOL‘ e

"'PENJELASA N UMUM

Penggunaan Mmuman beralkohol balk OIPh l\gama maupun berbagal

g ahran kepercayaan dﬂara'mg, dlkaranakan Minuman beralkoho! adalah salah
- satu penyebab utarna dari segala macam perbuatan yang melampaui batas- -
- batas kemanusiaan. Walaupun Minuman beralkohol rnemang ada manfaatnya,

diperoleh. Hal ini dapat dirasakan dengan timbulnya keresahan masyarakat

beralkohol

SehubunJan dengan ha! tersebut dan dem1 temnptanya keamanan ‘,
ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karanganyar serta untuk -

- namun. bahaya yang ditimbulkan. jauh lebih besar dari pada manfaat yang -

hampir diseluruh deupaten Karanganyar aklbaf ulah para pemlnum Mmuman' L

membentengi generasi mudanya dari kehancuran akhiag, maka selvruh warga - |

masyarakat IKabupaten Karanganyar mempunyai kelnglnan yang tinggi untuk -
" bentuk. produksi, peredaran. maupun penggunaannya sehingga diharapkan |

. akan tercipta KAMTIBMAS yang mantap serta dapat dicegah rusaknya mental g
5 masyarakat Kabupaten Karanganyar sebaga| aknbat Mlnuman beralkohol
tersebut. S R T ; RN

Mlnuman belalkonol di Daerah, ‘memberikan dasar hukum bagi aparat penegak o
hukum di Daerah, untuk menertibkan dan menindak pelanggaran. Minuman
beralkohol, rnemberikan kepastian hukum bahwa. mengkonsumsi® Minuman
“beralkohol - yang ~ berakibat mabuk merupakan tindakan yang . dapat
mengganggu . keterliban umum, memberman pembinaan, pengawasan dan
* pengendaliar: atas’ produksi, peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol
~di Daerah serta- guna membatasi peredaran Minuman ‘beralkohol sampal
lingkup yang sekecil- kecnlnya sampai dengan dapat dlhllanqkan sama sekali,

. perlu penetapan Pelaturan Daerah tentang Larangan Mmuman beralkohol

PENJELASI‘\N PASAL DEMI PASAL

H PasaI1 N ‘ e

| e h'urufa:‘,j Cukub jelas. »

 hurufb 3 Cukup:jleklavé. £
hurufe Cuku.p jelas.

‘}.{'humffd : Cukup jelas.

- melarang dan meniadakan segala macam Minuman beralkohol dan segala

- Kabupaten Karanganyar terbebas dari Minuman beralkohol yang pada akhirnya =

Dalam angka memberlkan dasar hukum bagl upayu pelarangan



AAAA

F’a_sal 3

g Pasal4
T%vPasaIS
Pasal 6
Pasal 7

Pasal 2

“hurui e

: Mmuman beralkohol pada pnnsxpnya dapat dlbagl menjadi

3. (tiga) golongan yaitu golongan A, B dan C, namun

. demtklan diperiukan pula pengaturan mengenai golongan

minuman_beralkohol yang memiliki kadar ethanol kurang

‘dari 1% dan minuman beralkohol yang memlllkl kadar

~ethanol lebih dari 55 %.

.Pada dasarnya minuman beralkohol go!ongan A dan B
“diproses melalui 7 (tujuh) tahap vyaitu . Persuapan

pengolahan bahan baku, fermentasi, penyanngan agmg,

» 'pencampuran pasteunsaSI dan pengisian.
- Untuk minuman beralkohol golongan C diproses melalui 7 -

- (tujuh) tahap yaitu : Pers1apan/pergolahan bahan baku,

- fermentasi, penyanngan destnasn aglng, pencampuran,

dan pengisian.

Persiapan pengisian  bahan . baku dimaksudkan - untuk
memperlakukan bahan baku siap dtfermenta';skan

Fermentasi bertujuan untuk merombak kandungan gula

 - yang ada pada bahan sehingga menghasrlkan ethanol

Penyaringan/separasi  ditujukan . agar dlperoleh hasil

fermentasi menjadi - Jermh dan ‘membentuk . taste/aroma -

_ yang diinginkan, | :
' Pencampuran dimaksudkan sebaga| penambahan bahan ‘

tambahan makanan terhadap hasil fermentasi untuk-

‘meningkatkan mutu produk dan penerimaan konsumen.

Pasteurisasi bertu;uan untuk membunuh kuman patogen o
- dan mengurangi sebagalan besar mlkroba ydng mengubah

| * tekstur produk

| “huruff
huruf g

huruf h
huruf i

huruf j

Pengsslan merupakan tahap akhlr kemudian dlsertalv

~ pengemasan minuman beralkohol
: Jukupjelaq S

Sukup Jelas.

. Cukup jelas. -
+ Cukup jelas.

H Cukup jelas.

- Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas. -
: (‘ukup jelas. -

- Cukup jelas.

ayat (1) :

| ayat (2) :
ayat (3)

‘Bahwa kenyataan .‘di'masya'raka't terdapat Minumaq
" beralkohol hasil oplosan yaitu campuran dari berbagai
~ macam bahan ataupun produk—produk minuman beralkohol

secara tradisional yang juga dapat membuat orang mabuk
yang d:buat oleh masyarakat/bukan pabrik.

C ukup Jelas ‘
pelaksana'mnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 8

Pasal 9 |

.. Pasal10 .
Pa§al11 |
© ' Pasal 12

. Pasal 13

,f‘;"z Pasal 14
Pasal 15
- Pasal 16

. Pasal 17

Pasal 18
Pasal 19

: Crukup jelas. .
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
:'CUkupkjelas. B
.1 Cukup jelas.
: Cukup jelas.
o 'Cuk'up jelas.
: Cukup jelas. ..
- Cukup jelas.
: Cukup jelas.
» Cukup jelas.
: Cukup jelas.



